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ABSTRAK

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi
Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pelaksanaan E-Procurement di Kantor
Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) di Kota Mataram. Jenis penelitian
ini yaitu kualitatif deskripstif, Pemilihan informan penelitian ini dilakukan dengan
tehnik purposive sampling dengan dua orang Kasubag Pengelola Sistem Informasi
Barang dan Jasa dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan sebagai key informan,
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, untuk
metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumuentasi, dan
wawancara. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah. informan
penelitian ini adalah Staf Pendukung Adm. Sistem Informasi, Pengguna Anggaran,
Penjabat Pembuat Komitmen, Pokja ULP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,
Kontraktor dan Masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas pelayanan publik
dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Kota Mataram memberikan hal yang positif
atau sehat karna diterapkan dengan prinsip good governance yang dimana memiliki
banyak kesamaan dalam prinsipnya juga, adanya E-Procurement karna ingin
mewujudkan good governance yang maksimal, dapat dilihat dari terwujudnya
sistem yang akuntabilitas dalam pelaksanaan barang atau jasa di LPSE Kota
Mataram. (1). Adanya E-Procurement ini bisa memanilisir atau mengurangi adanya
kecurangan atau penipuan didalam proses pengadaan barang dan jasa karna sistem
nya secara terbuka. begitu juga dengan adanya E-Procurement ini juga untuk
membantu pemerintah dalam melaksanakan Good governance yang dimana prinsip
E-Procurement sama dengan prinsip Good governance. sebelum diberlakukannya
E-Procurement sangat tidak efisien dan efektif, sekarang sudah menjadi lebih
mudah dan transparan terbukti dengan berjalan lancarnya E-Procurement yang
sangat efisien. (2). LPSE Kota Mataram juga akan melakukan upaya untuk
mencoba memperbaiki beberapa hambatan agar tetap berjalan lancar, agar LPSE
Kota Mataram agar dapat terlaksana proses pengadaan barang dan jasa yang benar
dan baik. Sejauh ini proses pengadaan di Kota Mataram sangat efisien juga efektif
karna langsung menanggapi atau respon jika ada masalah, dan langsung dari pusat
yang menerima kritikan itu dan pusat yang melaporkan ke pihak LPSE Kota
Mataram, untuk mempermudah mengetahui apa saja hambatan tersebut.

Kata kunci : E-Procurement, Akuntabilitas, Pelayanan Publik.



PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY IN E-PROCUREMENT
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ABSTRACT

This study evaluates how the Office of Electronic Procurement Services
(LPSE) in Mataram City is incorporating Public Service Transparency in e-
Procurement implementation. This type of study is qualitative in terms of classification.
In this report, the informants' selection was carried out through a purposeful sampling
technique with the two Heads of the Information Systems Management Subdivision
for Products and Services and the Head of the Procurement Services Group as primary
informants. The data sources in this study used primary and secondary data. Besides,
the data collection methods used are observation, documentation, and interviews. The
key informants in this study are. The informants of this research were Adm. Support
Staff. Information System, Budget User, Commitment Officer, Pokja ULP, Work
Product Recipient Committee, Contractors, and the Community.,

This study suggests that public service transparency offers good or healthy stuff
in the implementation of e-procurement in Mataram. After all, e-procurement, since it
wants to achieve maximum good governance, is enforced with the concepts of good
management, which have many parallels in regulations. Tt can also be seen from
implementing an accountability mechanism in the performance of products or services
in LPSE Mataram City. (1). The existence of this E-Procurement can exploit or reduce
fraud or fraud in the process of procuring goods and services because the system is
open. Likewise, the existence of E-Procurement is also to assist the government in
implementing Good governance, where the principles of E-Procurement are the same
as the principles of Good governance. The implementation of E-Procurement was very
inefficient and effective, and now it has become easier and more transparent, as
evidenced by the smooth running of E-Procurement which is very efficient. (2). LPSE -
Kota Mataram will also try to fix some obstacles to keep it running smoothly so that
LPSE Mataram City can carry out procuring goods and services that are correct and
good. The procurement process in Mataram City is very efficient and effective because
it immediately responds if there are problems, and directly from the center that receives
the criticism and the center that reports to the LPSE of Mataram City make it easier to
find our what these obstacies are.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Masyarakat harus mendapat rasa aman dari aparatur Negara nya untuk memenuhi
keperluan dasar untuk mensejahtera kan masyarakat Indonesia. Semua kebutuhan publik harus
yang sangat berkepentingan harus dilaksanakan oleh Pemerintah, yaitu dalam berbagai
kegiatan pelayanan, terutama yang menyangkut tentang kebutuhan masyrakat. Setiap
masyarakat pasti ingin Indonesia menjadi Negara yang pemerintahan nya baik/good
governance, masih menjadi tanda tanya apakah perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian
sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pelayanan publik diartikan, memenuhi hajar dan
keperluan banyak orang atau beberapa orang yang memiliki urusan terhadap kegiatan tersebut
sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati.

Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung proses pengadaan Barang dan
Jasa secara online yang lebih Akuntabel, Transparan dan Partisipatif adalah diperkenalkannya
Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik atau sering dikenal dengan Electronic
Government Procurement (EGP) atau disingkat dengan istilah E-Procurement.

E-Procurement adalah proses pengadaan Barang dan Jasa secara online melalui
internet/web jadi semua proses pengumuman, pendaftaran, proses penawaran, hasil evaluasi
atau penawaran dilakukan dengan online jadi lebih transparan. Pemerintah Kota Mataram telah
melaksanakan E-Procurement melalui situs: http://Ipse.mataramkota.go.id/eproc4. Sejak
tanggal 20 April 2013. berdasarkan Keputusan WaliKota Mataram, Nomor : 53/1/2013,
Tanggal 18 Januari 2013, Tentang Penetapan Pegawai pada Unit Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pusat Pengelolaan Pengadaan Barang

17



dan Jasa (P3BJ) Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013. E-Procurement yang
berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram sepanjang tahun 2013 sampai sekarang

ada banyak paket kegiatan diantaranya, yakni :

=

Belanja bahan habis pakai (alat tulis kantor)

N

. Pengadaan alat praktik komputer SMPN 1.11 dan 14 Mataram (DAK Dikdas)

w

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

&

Belanja modal relokasi central gas medis, penggantian mesin vakum, normalisai panel dan

jaringan compressed air

o

Lanjutan pembangunan kantor dinas perikanan Kota Mataram dan masih banyak lagi bisa
dilihat di link yang telah dicantumkan.

E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa yang menjadi pusat fokus yang harus
banyak didalami lebih dalam maknanay. Dalam penelitian tidak semua berjalan lancar, dengan
penelitian akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan E-Procurement di Kota Mataram.
ada banyak permasalahan permasalahan dalam Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam
Pelaksanaan E-Procurement di Kota Mataram adalah: 1. Efisien; 2. Efektifitas; 3.
Keadilan/tidak deskriminasi; 4. Transparansi; 5. Terbuka dan bersaing; dan 6. Akuntabel;

Pada kenyataan nya E-Procurement di Kota Mataram masih memiliki kelemahan-
kelemahan serta hambatan dalam pelaksanaanya, seperti kelembagaan dalam menjalankan E-
Procurement belum menyatu antara pengelola SPSE dan pelaksana pengadaan Barang dan
Jasa, lemahnya pengawasan terhadap implementasi E-Procurement, Keterbukaan Rencana
Umum Pengadaan yang dilakukan setiap SKPD masih dijalankan setengah-setengah,

ketidakmampuan penggunaan fitur-fitur E-Procurement yang ada baik pihak pokja pemilihan
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maupun dari pihak rekanan, serta para rekanan/vendor yang belum memahami secara baik hak
dan kewajiban mereka, juga jaringan.

Terlepas dari itu, Good governance diartikan sebagai kebijakan pemerintahan yang
mempunyai kemampuan mengatur berbagai sumber daya yang bersifat ekonomisme untuk
meningkatkan kepentingan rakyat Indonesia berdasarkan asas musyawarah Sehingga dapat
menghasilkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang good governance dan
berwibawa, efektif dan efisien, tanggap dan bertanggung jawab, bertindak terhadap apa yang
dibutuhkan masyarakat, dan mampu dalam menjaga komitmen untuk hubungan anggota
melalui proses komunikasi yang baik dan aktif antara pemerintah dan masyrakat yang
mempunyai urusan yang mengatur berdasarkan pancasila. Dalam penyelenggaran pemerintah
yang memegang kuasa pada saat proses berlangsungnya good governance adalah Pemerintah.

Salah satu dibentuknya good governance adalah melalui Elektronik Procurement (E-
Procurement ) yang dilakukan secara online. Hal ini dikutip oleh beberapa media yang
menyebutkan bahwa diterapkannya E-Procurement ini awali oleh masih ada banyaknya
kecurangan/kebohongan yang terjadi pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini
kegiatan pengadaan barang atau jasa (procurement) merupakan salah hal yang merusak Good
governance dengan kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sistem
pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan selama ini di Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) masih menggunakan cara lama yaitu dengan mempertemukan atau kontak
langsung antara pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan dengan penyediaan barang
atau jasa. inilah yang memungkinkan terjadinya “deal” sehingga pengadaan menjadi tidak

ekonomis, efisien dan efektif. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecurangan
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dari pihak yang bertanggung jawab untuk tidak melaksanakan secara on-line, karena mereka
lebih menyukai cara atau pelayanan lama yang berupa kontak langsung atau tatap muka, surat
menyurat, ataupun telepon yang rawan KKN (Safrial, 2005).

Proses pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintah sebenarnya telah diatur
dengan baik dalam Keppres yang terkait, berupa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang direvisi melalui Keppres
Nomor 61 Tahun 2004. Permasalahan yang timbul kemudian adalah terjadinya berbagai
bentuk praktek pengadaan barang atau jasa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah
yang secara “kemasan” telah memenuhi syarat perundang undangan dan peraturan yang
berlaku, namun prakteknya juga banyak merugikan Negara dan masyarakat. Kerugian tersebut
dapat ditinjau dari sudut mutu, jumlah, manfaat, sasaran, waktu penyerahan, serta harga
barang.

Usaha pencegahan yang sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan kemajuan
teknologi sangat diperlukan. Proses pengadaan Barang dan Jasa yang terbuka melalui internet
(E-Procurement) lebih memungkinkan adanya partisipasi langsung dari masyarakat, berupa
pemantauan dan pengawasan karena memudahkan dalam mengaksesnya serta adanya
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. berupa pemantauan dan pengawasan karena
memudahkan dalam mengaksesnya serta adanya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Saat ini, E-Procurement saat ini merupakan salah satu cara terbaik dalam mencegah
terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan Barang dan Jasa
pemerintah. Adanya E-Procurement memberi jembatan untuk kontak langsung antara

penyedia Barang dan Jasa dengan panitia pengadaan menjadi sangat berkurang atau kecil, lebih
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terbuka dan transparan, menghemat waktu dan dana/biaya serta dalam pelaksanaannya
memudahkan untuk melakukan pertanggung jawab atas segala hal misal keuangan.

Hal tersebut dikarenakan sistem ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan E-
Procurement di Kota Mataram apakah sudah tercipta Akuntablitas Pelayan Publik dalam
pelaksanaan E-Procurement yakni mewujudkan efesiensi dan efektifitas anggaran yang
dibelanjakan melalui E-Procurement serta menjamin terciptanya interaksi ekonomi dan sosial
antara pihak terkait (pemerintah-swasta) secara transparan, terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Akuntablitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Kota
Mataram (Studi Kasus Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota
Mataram)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, akhirnya ditentukan rumusan masalah sebagai

berikut:
Bagaimana implementasi Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pelaksanaan E-Procurement
di Kantor Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) di Kota Mataram?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan:
Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam
pelaksanaan E-Procurement di Kantor Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kota

Mataram?
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1.3.2 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dapat diklarifikasikan sebagai berikut:
1. Manfaat akademis
Diharapkan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk merampungkan studi
pada program Studi Ilmu Administrasi Publik dalam meraih gelar sarjana (S-1)
Fakultas lImu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Gelar
S.AP
2. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai masukan bagi
kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Mataram.
3. Secara teoritis
Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi
mengenai pentingnya transparansi pelayanan melalui elekteronik Dengan kata lain
membantu pihak organisasi dalam hal menyadari pentingnya akuntabilitas dan

transparasi pelayanan publik melalui E-Procurement.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No | Peneliti / Judul | Hasil Dan Kesimpulan Persamaan/Perbedaan

1 | Rizky Adrian, | Bahwa Tujuan E- - Persamaannya sama
Dyah Lituhayu, | Procurement antara lain sama menggunakan
Titik Djumiarti | meningkat kan efisiensi dan metode penelitian
(2013) efektifitas dalam kualitatif
dengan judul | pelaksanaan pengadaan - Perbedaannya
“Implementasi barang dan jasa. Dengan terdapat pada
Pelaksanaan E- | pemanfaatan teknologi rumusan masalah dari
Procurement informasi terkini, tercipta jurnal ini ada 2 yaitu
dengan Prinsip- | optimalisasi anggaran dan implementasi dan
Prinsip Good | waktu dalam proses faktor ~ penghambat
governanceDi pengadaan yang dilakukan sedangkan penulis
Dinas Bina | sehingga terwujudlah proses hanya satu rumusan
Marga Provinsi | pengadaan barang dan jasa masalah tentang
Jawa Tengah” yang efektif dan efisien. implementasi

2 | Utari  Swadesi | Bahwa Efektifitas -Persamaanya  sama
(2017) pengadaan barang dan jasa sama menggunakan
dengan judul | secara elektronik E- metode penelitian
“Efektivitas Procurement pada LPSE kualitatif
Pengadaan Kota Pekanbaru memberikan -Perbedaanya adalah
Barang Dan Jasa | hasil positif  terhadap dari fokus penelitian
Secara perwujudan proses disini tidak berfokus
Elektronik  (E- | pengadaan Barang dan Jasa pada good
Procurement ) |yang sehat. Hal tersebut governancesedangkan
Pada Lpse Kota | dapat dilihat dari penulis berkaitan
Pekanbaru” terwujudnya sistem yang dengan good

akuntabilitas dalam governance
pelaksanaan barang dan jasa
di LPSE Kota Pekanbaru.

3 | Damayanti, Bahwa Pengujian secara - Persamaanya adalah
Astri, and Ardi | parsial menunjukkan sama sama membahas
Hamzah (2011) | variabel  efisiensi  dan hal yang berkaitan
dengan judul | transparansi berpengaruh dengan prinsip good
“Pengaruh  E- | secara signifikan terhadap governance.
Procurement good governance, sedangkan - Perbedaanya  jurnal
Terhadap Good | efektif, daya saing dan tersebut
Governance” tanggung  jawab  tidak menggunakan metode

berpengaruh secara
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No

Peneliti / Judul

Hasil Dan Kesimpulan

Persamaan/Perbedaan

signifikan terhadap good
governance. Pengujian
secara simultan
menunjukkan variabel

independen berupa efisiensi,
efektifitas, daya saing,
transparansi dan tanggung
jawab berpengaruh secara

penelitian purposive
sampling

pelaksanaan E-Procurement

signifikan terhadap good
governance.

4 | Wijaya, R Bahwa semua variabel - Persamaan sama sama
Indryani, YE | Manajemen dan kontrol data, membahas hasil
Putri (2010) Kualitas hasil dan produksi, implementasi.
dengan judul | dan Hubungan dengan mitra - Perbedaan dari jurnal
“Studi kerja, Biaya dan Waktu ini menggunakan
Penerapan  E— | berpengaruh signifikan metode penelitian
Procurement terhadap kinerja dan efisiensi kuantitatif
Pada Proses | pengadaan barang dan jasa di
Pengadaan  di | Pemerintah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota | Namun  secara  parsial,

Surabaya” Pemusatan manajemen dan
kontrol yang lebih baik,
Menciptakan proses
pengadaan yang bersih,
transparan dan dapat
diterima, Networking dan
aliansi setrategi merupakan
variabel yang paling
berpengaruh terhadap kinerja
sedangkan Mengurangi
costpertender dan
Pengurangan waktu proses
pengadan merupakn variabel
yang paling berpengaruh
terhadp efisiensi pengadaan
di Pemkot Surabaya.

5 | A Aprizal, JRT | Bahwa Dari hasil analisis - Persamaannya sama
Purba (2013) terhadap indikator sama menggunakan
dengan judul | akuntabilitas yakni efsiensi, metode penelitian
“Akuntabilitas efektivitas, keadilan, kualitatif..

Pelayanan transparansi,  keterbukaan - Perbedaan dari jurnal
Publik  Dalam | dan persaingan serta ini lebih ke prinsip E-
Pelaksanaan E- | akuntabel disimpulkan Procurement saja
Procurement Di | bahwa akuntabilitas tidak terlalu mengarah
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https://scholar.google.co.uk/citations?user=hUeO_cYAAAAJ&hl=id&oi=sra
https://scholar.google.co.uk/citations?user=hUeO_cYAAAAJ&hl=id&oi=sra

No | Peneliti / Judul | Hasil Dan Kesimpulan Persamaan/Perbedaan
Kota di Kota kepada good
Pangkalpinang” | Pangkalpinang belum governance

optimal

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Akuntabilitas

Konsep Akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru,
hampir seluruh instansi dan lembaga lembaga pemerintah menekankan konsep
Akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif kepemerintahan.
Kelembagaan kepemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut
senantiasa mau mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat.
Begitu juga sebaliknya, masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggung
jawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok
atau golongan saja.

Akuntabilitas bermakna pertanggung jawabkan dengan menciptakan pengawasan
melalui distribusi kekuasaan pada berbagai Lembaga Pemerintah sehingga mengurangi
penumpukkan  kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.
Pengembangan mekanisme akuntabilitas disarankan untuk meningkatkan:

a. Kejelasan Tugas dan Peran,
b. Hasil Akhir Spesifik,

c. Proses yang Transparan,

d. Ukuran Keberhasilan Kinerja,

e. Konsultasi dan Inpleksi Publik.
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Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan
dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang
lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

2.2.2 Pelayanan Publik
1. Pengertian Pelayanan Publik

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan selalu berintraksi dan
melakukan aktivitas-aktivitas dengan orang lain. Aktivitas adalah suatu proses
penggunaan akal, pikiran, panca indera dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu
yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam
bentuk barang maupun jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas lain yang
langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Menurut Groonros (1990:27) (dalam
Ratminto dan Atik (2005:2)) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian
aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat
adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan
oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan
permasalahan konsumen atau pelanggan. Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby
1997;448 (dalam Ratminto dan Winarsih 2016:2). Beberapa pengertian dasar yang
dituliskan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63

Tahun 2003 adalah sebagai berikut:
a. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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b. Penyelengara pelayanan publik adalah instansi pemerintah Instansi pemerintah
adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian,
kesekretariatan, lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah
lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik negara, badan
hukum mili negara dan badan usaha milik daerah.

c. Penyelengara pelayanan publik adalah instansi pemerintah Instansi pemerintah
adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian,
kesekretariatan, lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah
lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik negara, badan
hukum mili negara dan badan usaha milik daerah.

d. Penyelengara pelayanan publik adalah instansi pemerintah Instansi pemerintah
adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian,
kesekretariatan, lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah
lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik negara, badan
hukum milik negara dan badan usaha milik daerah.

e. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik
(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara
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individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh

masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

. Prinsip Pelayanan Publik

Menurut Sutedi (2011:15) prinsip-prinsip pelayanan prima vyaitu, sebagai
berikut:

1) Ketersediaan, dalam arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan
secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah
dilaksanakan.

2) Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

a. Prosedur/tata cara pelayanan umum

b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif.

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan umum.

d. Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya.

e. Waktu penyelesaian pelayanan umum.

f. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

3) Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan dapat membrikan kepastian
hukum.

4) Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja, pejabat
penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian, dan rincian
biaya/tarif dan hal-hal yang berkatian proses pelayanan umum wajib
diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui masyarakat.

5) Efisiensi, dalam arti:
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a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan
langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan
keterpaduan antara persyaratan pelayanan dengan produk pelayan umum yang
diberikan.

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam
proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan
kerja instansi pemerintah terkait.

6) Ekonomis dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara
wajar dengan memperhatikan:

a. Nilai barang atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya. yang tinggi
di luar kewajaran,

b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum,

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus
diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan
secarda adil.

8) Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

. Standar Pelayanan Publik

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun

2004, standar pelayanan sekurangkurangnya meliputi:

1) Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan

penerima pelayanan termasuk pengaduan.
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2) Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan.

3) Biaya pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam
proses pemberian layanan

4) Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

5) Sarana dan prasarana Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
oleh penyelenggara pelayanan publik.

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan ditetapkan
denagan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian. Keterampilan, sikap, dan
perilaku yang dibutuhkan.

2.2.2 E-Procurement
1. Pengertian E-Procurement

E-Procurement menurut Sutedi (2012) adalah sebuah sistem lelang dalam
pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi
dan Komunikasi Berbasis Internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien,
terbuka, dan akuntabel. Pengertian ini, hampir sama dengan penjelasan dari Indrajit
yang dikutip oleh Andrianto (2007) bahwa E-Procurement diartikan sebagai sebuah
proses digitalisasi tender/tilang pengadaan barang atau jasa pemerintah berbantuan
internet.

E-Procurement juga dapat dinilai sebagai suatu teknologi yang didesain untuk
memfasilitasi akusisi barang oleh organisasi bisnis atau pemerintah melalui internet

(Davila, et.al. dalam purwanto, et al., 2008). Sedangkan Weele mendefinisikan sebagai
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penggunaan teknologi internet dalam penyediaan Barang dan Jasa pemerintah
(Adinegoro, 2009)

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik atau E-Procurement adalah penyelenggaran pengadaan Barang dan Jasa
dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem
pengadaan Barang dan Jasa (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan Barang dan Jasa
secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace. e-marketplace pengadaan
Barang dan Jasa menyediakn insfrantruksu teknis dan layanan dukungan transaksi bagi
Kementrian/Lembaga/Pemerintah dan penyedia berupa: katalog, elektronik, toko
daring, dan pemilihan penyedia.

. Tujuan E-Procurement

Tujuan E-Procurement menurut Demin (dalam Basrie, 2015) yaitu untuk
memperbaiki tingkat layanan kepada para users, dan mengembangkan sebuah
pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan
tersebut, serta untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses
pengadaan.

Singk (dalam Siahaya, 2012) menyebutkan ada beberapa tujuan secara umum
dari penerapan E-Procurement, yaitu:

a. Mengurangi waktu pelaksanaan pengadaan

b. Meningkatkan akses kepada supplier untuk memastikan perluasan pastisipasi

¢. Mengurangi biaya pengadaan melalui competitive bidding dan reserve auctioning
d. Menghilangkan sistem kartel oleh suppliers group

e. Meningkatkan transparasi dalam proses pengadaan
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Tujuan penerapan E-Procurement sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16
tahun 2018, yakni untuk:
a. Menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,

diukur dari aspek kualitas,jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
b. Meningkatkan pengunaan produk dalam negri:
c. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah:
d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional:
e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang dan Jasa hasil
penelitian:

Manfaat dan Keunggulan E-Procurement

Dalam penerapan E-Procurement telah diperoleh beberapa manfaat seperti
yang telah dijelaskan oleh Teo & Lai (dalam Basire, 2015) yang membagi keuntungan
dari E-Procurement menjadi 2 yaitu, keuntungan yang dirasakan secara langsung
(meningkatkan kevalidan data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, proses
aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional juga administrasi) dan
keuntungan yang tidak langsung (E-Procurement membuat pengadaan menjadi lebih
dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan memningkatkan
hubungan dengan rekan kerja).

Collin G Ash & Janice M Burn (dalam Sulistro, 2018) beberapa manfaat dari
penerapan E-Procurement adalah:
1. Penghapusan biaya administrasi;
2. Pemotongan biaya pembelian;

3. Menejemen yang lebih besar;
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4.

5.

Sesuai kebutuhan user(user compliance);
Pengurangan tingkat kesalahan pemesanan; dan pekerja pengetahuan (knowledge
workers)

Sebagai solusi untuk menyederhanakan proses E-Procurement memiliki

sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki oleh pengadaan Barang dan Jasa secara

konvensial. Beberapa keunggulan dari penerapan E-Procurement menurut satyawira

(dalam Sulystio, 2018) yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

E-Procurement menawarkan kesempatan seluas-luasnya untuk perbaikan dalam
biaya dan produktivitas;

E-Procurement adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menyempurnakan
menejemen dalam proses langsung, maupun tidak langsung dalam pencarian
sumber pembelian;

Strategi E-Procurement yang efektif akan merupakan kunci keberhasilan dalam
meningkatkan daya saing di waktu yang akan datang.

Tidak adanya batas ruang dan waku karena menggunakan teknologi berbasis
internet;

Proses pengadaan barang dapat diikuti oleh pengguna jasa secara terbuka;

Proses dalam setiap tahapan pengadaan akan dengan mudah diikuti/diawasi.
Proses akan berlangsung lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan,
adil/tidak deskriminatif. dan akuntabel;

Akan lebih mendorong terjadinya persaingan antar kontraktur yang lebih sehat;
Mencegah tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan

pengadaan Barang dan Jasa.
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2.2.3 Akuntabilitas Publik Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Penerapan E-Procurement ini juga akan mendorong peningkatan akuntabilitas
dalam Pengelolaan Keuangan Negara melalui pelaksanaan sistem pengadaan Barang dan
Jasa pemerintah yang baik. Akuntabilitas melalui E-Procurement dapat diwujudkan
dengan dicantumkan hal-hal yang berkenaan dengan capaian-capaian Kinerja serta seluruh
aspek yang telah dicapai. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, menjelaskan bahwa
semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang dan Jasa mematuhi etika sebagali
berikut:

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran, kelancaran, dan ketetapan tujuan pengadaan Barang dan Jasa;

b. Bekerja secara professional. mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan
Jasa;

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat
persaingan usaha tidak sehat;

Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah sebagaimana dimaksud oleh Keputusan
Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa
Pemerintah, antara lain:

(1) Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa
yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik secara swakelola maupun oleh penyedia
barang atau jasa;

(2) Pengguna barang atau jasa pemerintah adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin

proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan
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sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
Barang dan Jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;

(3) Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau perseorangan dengan kegiatan
usahanya menyediakan Barang dan Jasa;

(4) Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/ lembaga yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai oleh
dana anggaran belanja rutin APBN.

(5) Pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/
Pemimpin/ Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/pejabat yang diberi kuasa, yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dari
anggaran belanja pembangunan APBN;

2.3 Good governance
Secara konseptual pengertian baik (good) dalam istilah kepemerintahan yang baik

(good governance) mengandung dua pemahaman, yaitu:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat
meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian,
pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, dan

2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya
untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good
governancesebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik

maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and
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political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governancemenjadi

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam

rangka mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mencapai tujuan serta cita-cita
tersebut, maka terdapat Sembilan prinsip utama good governanceyang diungkapkan
oleh UNDP yang perlu dipahami dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan

pengelolaan pemerintahan. Sembilan prinsip utama good governance, yaitu: 1.

Participation; 2. Rule of law; 3. Transparency; 4. Responsiveness; 5. Consensus

orientation; 6. Equity; 7. Efficiency and Effectiveness; 8. Accountability; dan 9.

Strategic vision. Kesembilan prinsip tersebut, merupakan bagian yang penting dalam

setiap penentuan kebijakan publik, implementasi, dan pertanggung jawabannya dalam

bingkai good governance. Tiap prinsip diperlukan untuk mencapai prinsip yang lain.

Meskipun demikian, partisipasi menjadi kunci dari semua prinsip tersebut. Menurut

Effendi (2007) terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya pemanfaatan

good governance, antara lain:

a) Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang ditunjukkan oleh tidak
adanya atau berkurangnya manipulasi pajak, pungutan liar, manipulasi tanah,
pemalsuan dokumen, penggelembungan nilai kontrak, dan sebagainya;

b) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel,
ditandai kelembagaan/ketatalaksanaan yang lebih baik, bersih, efektif, ramping dan
fleksibel, hubungan kerja antar instans pemerintah pusat dan daerah yang lebih

baik, administrasi pemerintahan dan kearsipan yang berkualitas, penyelamatan,
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pelestarian, dan pemeliharaan dokumen/arsip negara, serta hasil kerja organisasi
dan prestasi pegawai yang semakin baik;

c) Terhapusnya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan berkurangnya
peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;

d) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, forum
konsultasi publik, pemberantasan korupsi, dan pemberian penghargaan atas
kepedulian masyarakat;

e) Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-
undangan di tingkat pusat dan daerah, serta berkurangnya perbuatan tindak pidana
korupsi.

Prinsip utama good governance adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
Untuk terwujudnya prinsip prinsip tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur
kelembagaan yang akomodatif, sumber daya aparatur yang professional, serta
ketetalaksanaan yang responsife dan adaptif. Sehingga demikian koordinasi dan
sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan
yang sinergi dan optimal.
Pengaruh E-Procurement Terhadap Good governance

Sebelum adanya E-Procurement, pengadaan Barang dan Jasa pemerintah masih
memiliki kelemahan dalam sistem prosedur, diantaranya:
1. Tidak transparan/terbuka;
2. Tidak dapat diketahui dengan mudah dan terus-menerus;
3. Ketentuan-ketentuan pengadaan tidak jelas dan multitafsir serta persyaratan-

persyaratan yang berlebihan;

4. Adanya peluang yang memungkinkan stake holder terkait untuk saling intervensi;
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5. Tata cara evaluasi penawaran yang kurang jelas mengandung ketidakpastian; dan

6. Menghasilkan penyedia jasa yang diragukan kemampuan dan keahliannya untuk dapat
menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas. Dilihat dari kelemahan sistem prosedur
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan Barang dan Jasa pemerintah
sebelum diberlakukannya E-Procurement sangat tidak efisien dan efektif. Dengan
adanya E-Procurement diharapkan dalam pengadaan Barang dan Jasa pemerintah
sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu efisien, efektif,
bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan tanggung jawab. Dengan
terpenuhinya prinsip tersebut, maka pemerintah dapat menciptakan good governance,
yang mana prinsip dalam pengadaan Barang dan Jasa tersebut memenuhi kriteria
sebagaimana suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai good governance.

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan penelitian dan beberapa tinjauan atau kajian yang berkenaan dengan
Akuntabilitas Publik dan penerapan E-Procurement berdasarkan prinsip good
governancesebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menyusun kerangka penelitian
yaitu kerangka pikir peneliti untuk memperjelas keterkaitan antara konsep, teori atau
pendekatan yang akan digunakan didalam penelitian ini dan mencoba menjawab inti persoalan
yang peneliti angkat dalam skripsi ini.

Penerapan E-Procurement di Kota Mataram sudah mulai sejak 2013. Akuntabilitas
publik di dalam penerapan E-Procurement di Kota Mataram akan dianalisis dengan melihat
pada 4 hal.

a. Fokus penelitian :

1. Penerapan E-Procurement terhadap barang dan jasa di kantor LPSE Kota Mataram
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2. Penerapan good governanceterhadap pengadaan barang dan jasa
3. Keterkaitan antara Penerapan prinsip E-Procurement dan prinsip good governace
terhadap proses pelaksanaanya.
4. Hambatan pelaksanaan E-Procurement
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kerangka konsep penelitian ini kemudian
dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN
E-PROCUREMENT DI KOTA MATARAM (STUDI KASUS DI
KANTOR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

KOTA MATARAM)
Penerapan E- Penerapan Penerapan E- Hambatan
good Procurement pelaksanaan

Procurement governance dengan E-

penerapan Procurement

good

governance

GOOD GOVERNANCE
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BAB Il1

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sugiyono (2015) mendefinisikan metode Penelitian
kualitatif adalah “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah”. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat Post-Positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah atau nyata, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekan makna daripada generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengambarkan dan
menjelaskan tentang “Akuntablitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota
Mataram”. Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif.
Yakni tidak mengunakan alat-alat pengukur. dan data atau informasi yang diperoleh
dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan Metode menghasilkan data
deskriptif baik berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan dari orangorang dan perilaku yang

diamati (Moleong, 2013:63)
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3.2 Lokasi dan Waktu Peneliti

Penelitian dilakukan di Kota Mataram pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
di Kota Mataram, fokus penelitian ini adalah pada Akuntablitas Pelayanan Publik Dalam
Pelaksanaan E-Procurement di Kota Mataram Pada LPSE Kota Mataram. Hal ini berdasarkan
pertimbangan karena Akuntablitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement di Pada
LPSE Kota Mataram perlu diidentifikasi untuk mengetahui sejaun mana akuntabilitas yang
dilaksanakan oleh aparatur pemerintah di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Mataram.
waktu penelitian ini dilakukan dalam jangka 2 bulan di mulai bulan Desember- Januari 2021.
3.3 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini beberapa pihak dijadikan sebagai informan Terutama orang-orang
yang dianggap mempunyai informasi kunci (key informan) berkaitan dengan tujuan penelitian ini
diwilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka
penulis menggunakan teknik “purposive sampling”, yaitu teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu (Sugiyono 2009:85). dan melakukan interview dengan menetapkan satu
atau beberapa orang diminta arahan, saran, petunjuk siapa baiknya yang menjadi informan
berikutnya yang menuntut mereka memiliki pengetahuan, pengalaman informasi yang dicari,
selanjutnya penentuan informan berikutnya. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini
adalah. informan penelitian ini adalah Staf Pendukung Adm. Sistem Informasi, Pengguna
Anggaran (PA), Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP, Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP), Kontraktor dan Masyarakat.
3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu:

41



a. Data kualitatif
Menurut Meleong (2005;6) data kualitatif adalah jenis data yang berhubungan
dengan nilai misalnya adanya pernyataan sebagai suatu keutuhan pada konteks dari suatu
keutuhan tersebut.
b. Data kuantitatif
Menurut Arikunto (2002:93) mengatakan bahwa data yang besifat kuatitatif adalah
data yang berwujudasarkan dalam kerangka hasil perhitungan pengukuran.
3.4.2 Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang langsung bisa kita mabil dari informan terpecaya
yang menjadi orang yang berperan penting atau yang memiliki tanggung jawab terhadap
intansi tersebut yang dimana data ini di lakukan untuk mendaptkan hasil yang sesuai fakta
di lapangan dan keabsahan datanya dapat di percaya atau bisa di bilang kita langsung turun
terjun ke lapangan untuk mendapatkan informasinya.
Data primer ini diperoleh dari : Melakukan wawancara dengan informan penelitian
yang terkait dengan Akuntablitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement di
Kota Mataram. Melalui observasi lapangan yang dilakukan di Kota Mataram
b. Data Sekunder
Data yang kita dapatkan dari tangan kedua atau tangan ketiga untuk menambah
pengetahuan atau referensi guna memperkuat keabsahan data kita tidak dengan
informannya langsung contoh seperti media, berita, majalah, online dan masih banyak lagi

3.5 Teknik Pengumpulan Data
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Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut :
1. Wawancara

Yaitu peneliti dalam teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara tanya jawab
secara langsung kepada pihak yang berwewenang yang mempunyai tanggung jawab yang
dianggap mampu menyelesaikan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data
diperoleh teknik wawancara tidak terstruktur, maka peneliti perlu melakukan wawancara atau
Tanya jawab kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab yang bisa mewakili untuk
memberikan jawaban.

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai berikut “wawancara adalah
merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Teknik wawancara adalah suatu cara memperoleh dan mengumpulkan data melalui
tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan pihak yang dianggap banyak mengetahui tentang
obyek dan masalah penelitian, yang juga orang penting dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung atau turun lapangan langsung oleh
peneliti di lokasi penelitian untuk memperolah data yang berkaitan dengan permasalahan
peneliti. Metode ini digunakan untuk mengamati fenomena sosial dan gejala yang ada di lokasi
penelitian, untuk mendukung keabsahan data dari apa yang telah dan akan di observasi dan
untuk melihat langsung bagaimana cara kerja nya agar lebih paham dan mudah menyelesaikan
masalahnya

3. Dokumentasi
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Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumenn pada penelitian ini berupa aturan
lembaga, foto dokumen lembaga, buku-buku maupun penelitian terdahulu, berita berita atau
apapun itu yang berupa bukti dari apa yangdi cari juga disiarkan ke media massa yang relevan
terhadap permasalahan yang sedang peneliti hadapi.

3.6 Teknik Analisis Data

Dikarenakan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif maka teknik analisis
data maka data yang akan diproleh yaitu data kualitatif, yang dimaksud untuk memproleh
gambaran secara rinci yang bersifat keseluruhan tentang apa yang menjadi permasalahan yang
dicari di lokasi penelitian pada saat pengumpulan data. Analisis data adalah proses menemukan
dan mengelola secara baik data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dan juga bahan
dokumentasi lainnya.

Sehingga dapat mudah dimengerti dan juga mempermudah peneliti memberikan informasi
kepada orang lain yang memiliki kepentingan juga.. Analisis data dalam penelitian kualitatif
dilalukan saat pada pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang
di wawancarai setelah melakukan analisis belum memuaskan. Kemudian peneliti akan
melanjutkan pertanyaan kembali, sampai saat tertentu diproleh data yang diangkap (Sugiyono,
2013:246).

3.7 Uji Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitia kualitatif meliputi uji, credibility (validityas internal),

transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas)

1. Uji kredibilitas
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Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara
lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,
trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan member check.

a. Perpanjangan pengamatan

Melakukan penelitian lagi dengan orang baru atau orang lama agar banyak
mendapatkan informasi dan juga tidak ada yang di sembunyikan semakin sering bertemu
peneliti dengan pihak tsb semakin erat hubungan diantara keduanya yang dimana
memudahkan sekali pekerjaan peneliti menemukan masalah apa yang sedang di cari.
b. Peningkatan ketekunan

Yaitu dengan banyak baca buku atau mencari banyak referensi dan juga
memberikan informasi melalui dokumentasi secara jelas dan nyata
c. Trianggulasi

Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data
according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection
prosedures (Wiliam Wiersma, 1986).
d. Analisis kasus negatif

Adalah menemukan data yang berbeda di hasil akhir jika menemukan data yang
berbeda di akhir otomatis akan merubah semuanya juga yaitu missal kasus yang berbeda.
e. Menggunakan bahan referensi

Dimaksud bahan referensi itu Seperti dokumentasi, video data dalam penelitian
kualitatif, seperti camera, handphone, alat perekam suara sangat diperlukan untuk
mendukung keabsahan data yang telah ditemukan oleh peneliti juga untuk memperkuat

peneliti dalam memecahkan masalahnya
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f. Member check

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada
pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh
sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan Member check dapat
dilakukan setelah satu priode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu

temuan, atau kesimpulan.
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